
Kebijakan Penguatan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum dalam Pengolahan

Produk Hukum

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

Rapat Pembinaan Petugas JDIH di Kabupaten Magelang 2021



DASAR HUKUM 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa

Tengah

Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012

Permendagri No. 80 Tahun 2015

Permenkumham No. 8 Tahun 2019

Permendagri No. 2 Tahun 2014

Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2021
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LATAR BELAKANG 

Dokumentasi dan informasi hukum yang 

tertata dan terselenggara dengan baik 

dalam suatu jaringan nasional merupakan 

bagian tidak terpisahkan dalam

penyelenggaraan ketatapemerintahan 

yang baik, bersih, dan bertanggung 

jawab untuk memenuhi tuntutan 

masyarakat atas dokumen dan informasi 

hukum yang dibutuhkan. 

Untuk mengelola dokumentasi dan 

informasi hukum yang lengkap, akurat, 

mudah, dan cepat, yang tersebar

diberbagai instansi pemerintah dan

institusi lainnya, perlu membangun kerja 

sama dalam suatu jaringan dokumentasi 

dan informasi hukum nasional yang 

terintegrasi.
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Menjamin Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan

informasi hukum yang  terpadu dan terintregasi di

berbagai istansi pemerintah

Menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi

hukum yang lengkap.

Mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat

jaringan dan anggota jaringan serta sesama anggota

jaringan guna penyediaan dokumen dan informasi

hukum.
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Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan

pelayanan kepada publik sbg salah satu wujud ketata

pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan

bertanggung jawab.



Pasal 165 Permendagri No. 80 Tahun 2015

PENYEBARLUASAN

Produk Hukum Daerah

1. Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan.

2. Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada yang telah

diundangkan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh

Mendagri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat untuk Bupati/ Walikota.

3. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan

tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program

pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan

oleh Kemendagri.



Peranan JDIH

Dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat

Penyebarluasan informasi Produk Hukum Daerah



ORGANISASI JDIHN

• Kementerian Negara

• Sekretariat Lembaga Negara

• Lembaga Pemerintahan Non Kementerian

• Pemerintah Provinsi

• Pemerintah Kabupaten/Kota

• Setwan DPRD Provinsi Dan Kab/Kota

• Perpustakaan Hukum Pada PTN dan PTS

• Lembaga lain yg ditetapkan oleh Menteri

ANGGOTA JDIHNPUSAT JDIHN



JDIH TINGKAT PROVINSI

JDIHN

JDIH JATENG
PERGUB   NO. 11/2021

Biro Hukum

SETDA Provinsi

• Perangkat Daerah Provinsi

• Pemkab/Pemkot (Bag Hukum)

• Perpus Fak Hukum

• Setwan DPRD Kab/Kota

ANGGOTA JARINGANPUSAT JDI



Tugas dan Fungsi Anggota JDIH Kab/Kota

(SKPD, Kecamatan, Desa)

mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi

dan informasi hukum pada Instansi masing-

masing sesuai dengan sistem yang telah

ditetapkan;

memberikan informasi/menyebarluaskan bahan 

dokumentasi hukum/peraturan perundang-

undangan kepada Pusat JDIH dan atau antar 

Anggota Jaringan;

Pusat Informasi Hukum

Pusat Penyimpanan dan pengolahan

dokumentasi hukum secara

manual dan digital

koordinasi dan konsultasi

anggota jaringan

Tugas Fungsi



➢ Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan

➢ Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

➢ Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Nasional.

BARU







Teknis Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-Undangan :

1.Menuliskan subjek, tahun peraturan, jenis peraturan, nomor peraturan dan sumber (LN 

/TLN, LD /TLD dll), serta judul peraturan pada bagian Kepala Abstrak.

2.Dasar Pertimbangan 

Pertama meringkas yang tercantum dalam bagian Menimbang. Kalimat yang ada dalam

bagian Menimbang ini harus dipahami sehingga dapat disimpulkan inti dari dasar

pertimbangan/ alasan/latar belakang lahirnya peraturan. Apabila dari bagian -

Menimbang masih kurang jelas, dapat dibaca pada penjelasan umum peraturan

tersebut, yaitu misalnya dari TLN atau TLD nya. Kemudian dari bagian Menimbang dan

penjelasannya dapat dirangkaikan menjadi uraian kalimat yang dapat dimengerti dan

dipahami oleh setiap pemakai informasi.



3.Dasar Hukum

Dasar hukum abstrak peraturan disalin seluruhnya dari bagian Mengingat dan ditulis 

secara hierarki peraturan. Penulisan dasar hukum dengan cara menuliskan singkatan 

jenis, nomor dan tahun peraturannya

4.Materi Pokok

Materi pokok diambil dari meringkas isi/materi muatan yang terkandung dalam batang tubuh/pasal 

dari peraturan yang dibuat abstrak. Adapun cara meringkas sebagai berikut:

a) mengindentifikasi hal-hal yang diatur dalam peraturan dengan cara membaca pasal-pasal dari 

peraturan tersebut.

b) apabila dengan membaca pasal-pasal peraturan belum dapat dipahami maka harus membaca 

penjelasan umum.

c) merumuskan hasil identifikasi materi pokok ke dalam rangkaian kalimat dalam paragraf



5.Catatan

Di samping uraian singkat dari dasar pertimbangan, dasar hukum dan materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan, pada bagian akhir abstrak dibuat pula Catatan. Catatan 

ini memuat beberapa hal yang berkaitan dengan kedudukan peraturan tersebut antara 

lain:

1. Tanggal berlakunya peraturan;

2. Peraturan yang akan diatur lebih lanjut;

3. Peraturan yang dicabut; dan

4. Peraturan yang diubah.
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5. Setelah tertata produk hukumnya, Membuat buku inventaris

produk hukum, yang memuat :

(No urut, Jenis Peraturan, Nomor Peraturan, tgl di tetapkan, 

tentang, sumber dan status dari produk hukum Desa dan

Kecamatan;)

1. Pembentukan Struktur Organisasi Sederhana Pengelola JDIH;

2. Pembentukan SK Kepala Desa untuk TIM Pengelola JDIH nya;

3. Penyediaan tempat khusus untuk produk hukum yang telah

dihasilkan dari kecamatan / desa, misal : Perkades, Perdes, SK 

Camat (di kecamatan), SK Kades (di desa) dsb.

(Tempat jika belum memiliki ruangan sendiri, bisa di arahkan

dengan lemari khusus yang berisikan data-data produk hukum, 

karena kondisi masing-masing desa berbeda)

4. Penataan Produk Hukum di pilah-pilah sesuai klasfikasinya;





6. Pemanfaatan Website dari Kecamatan atau Desa dengan menambahkan satu

menu yang isinya produk hukum yang telah di hasilkan oleh desa dengan arahan

bapermasdes dan diskominfo Kabupaten Magelang

Lanjutan



8. Membuat Buku Tamu dan Buku Pinjam

7. Sarana dan Prasarana minimal ada tempat baca (Meja, Kursi untuk

membaca dan pelayanan), Lemari, Komputer , Printer lebih baik lagi jika di 

arahkan untuk memilik scanner sendiri.

Lanjutan



TERIMA KASIH
Tetap Semangat dan Berkarya


